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Greg Fealy and Bernhard Platzdasch

The Masyumi Legacy:
Between Islamist Idealism and
Political Exigency

Abstraksi: Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia), adalah partai Islam
terdepan pada 1950-an, dan karenanya memiliki posisi penting dalam perjalanan
partai politik Islam Indonesia. Dewasa ini masih banyak dari kalangan intelektual
dan terutama aktivis politik yang mengklaim mewarisi semangat dan nilai
Masyumi. Dalam Pemilu 1399 lerdapat empat partai politik yang menggunakan
simbol dan lambang Masywmi. Semua partai tersebut mengklaim divinya sebagai
reinkarnasi dari Masyumi, Pertanyaan yang ingin dijawab dalom artikel ini ada-
lah sejauh mang nilai-nilai, semangat dan cita-cita Masyumi diperjuangkan oleh
partai-partai tersebut?

Pada bagian awal, setelah menyinggung sedikit sejarah dan sepak terjang
Masyumi sebagai partai, artikel ini membahas elemen-elemen yang ada dalam
Masyunti, yang tergabung dalam “Kelunrgn Besar Bulan Bintang”. Keluarga Besar
inti terdiri dari ormas-ormas Islim dan pelajar pendukung Masyumi, yakni Mu-
hammadiyah, Persatuan Islant (Persis), AI—Irsyad; Gerakan Pemuda Islam Indo-
nesia (GPII), Himpunan Islam Indonesia (HMI) dan Pelajar Islam Indonesia (PII).
Meskipun para pemimpin Masyumi mengklaim bahta ormas-ormas tersebut
terikat dengan Masyumi, secara formal ormas-ormas tersebut sebenarnnya tidak
pernah menyatakan dirinya sebagai bagian dari Masyumi, Dilihat dari sisi ini,
maka wajar bila terdapat perbedaan kebijakan secara ovganisatoris antara Masyumi
dan ormas-ormas tersebut. Perbedaan stkap dan kebijakan ini semakin kentara
setelah Masyumi dilarang oleh pemerintah Soekarno dan di awal pemerintahan
Soeharto, terutama setelah rejim Soeharto menolok untuk merehabilitasi Masyurmi.

Menyikapi kebijakan politik rejim Soeharto, Masyumi dan Keluarga Besar Bulan
Bintang terbagi dalam tga kelormpok. Pertama, kelompok yang pindah ke gerakan
dakwah dan mendirikan Dewan Dalavah Islam Indonesia (DDII) dengan M. Natsir,
Muhammad Reem, Sjafruddin Prawiranegara, Antwar Horyono dan Yunan Nasu-
tion sebagai tokoah sentralbuya. Setelah dilavang untuk beraktifitas dalam dunia poli-
tik, mereka melihat celah lain untuk berkipral di masyarakat, yakni dengan berdak-
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74 Greg Fealy and Bernhard Platzdasch

wah, Kedua, kelormpok yang tetap berada di wilayah politik dengan membentuk Par-
miusi (Partai Muslimin Indonesia), sebuah partai yang sengaja didirikan sebagai
pengganti Masyusii dan divestui pemerintah Orde Baru. Ketiga, kelompok teknokrat
yang lebil pragmaltis. Mereka adalah bekas anggota dan simpatisan Masyumi dan
mendapatkan karirnya melalii Golkar atais organisasi underbow-nya. Di luar ke-
tign kelormpok ini, terdapat juga sekelompok kecil anggota dan simpatisan Masyumi
yemg terlibat dalam gerakan Islam radikal seperti NII Sebanding dengan kelontpok
ini adalak kelonipok yang mengusung gerakan pembaran pemikivan Islam seperti
Nurcholish Madjid, Dawam Rahardjo dann Ahmad Wahib.

Masa reformasi merupakan fokus utama berikutnya dari pembahasan artikel
ini. Seiring dengan semangat reformasi dan euforia demokrasi, banyak kalangan
aktivis politik Muslim yang berusaha menghidupkan kembali nama besar Masyumi.
Mereka ingin menghimpun kembali Keluarga Besar Bulan Bintang dalam: satu
wadal partai politik. Usaha ini sudah pasti didukung Dewan Dakwah, satu-satu-
nya organisasi refnkarnasi davi Masyumi yvang ada sant itu. Tentu saja, usulan
tersebut terbentur dengan berbagai persoalan. Di samping balwa pendukung dan
simpatisan Masyumi telal terfragmentasi dalam berbagai kekuatan politik dan
birokrasi—banyak tokoh-tokolh Muhammadiyah dan HMI sekarang sudah mera-
sanyaman di Golkar dan di partai-partat lain—juga muncul masalah kepemimpin-
an. Persoalan ini muncul karena di antara sekign banyak tokoh-tokoh Masyumi
tidak ada lagi yang bisa diharapkan tanpil sebagai permimpin partai politik di era
reformasi.

Meski demikian, dua personlan di atas tampak terpecahikan dengan menampil-
kan Yusril Ihza Mahendra—sekarang Menteri Sekretaris Negara—sebagai peni-
pimpin partai politik. Dia adalah anak salah sntu fokoh Masyumi, dan karenanya
diharapkan bisa tampil sebagai tokoh muda yang mengemban nilai dan cita-cita
Masyuni. Maka, atas dukungan terutama Dewan Dakwah Islaniiyah, partai baru
dibentuk, Partai Bulan Bintang (PBB) dengan Yusril Ihza Mahendra sebagau
ketua. Selain PBB, partai lain yang bisa disebut mewarisi semangat dan cita-cita
Masyumi adalah Partai Persgiuan Pembangunan (PPP) dan Pariai Keadilan Se-
jahtera (PKS), meskipun dengan tingkat pewarisan yang berbeda.

Demikianlah, PBB merupakan partai yang dianggap sebagai reinkarnasi
Masyrumi dan karenanya anak sah Masywmi, Dan, sebagaimana ditunjukkan ar-
tikel ini, PBB ikut aktif dalam kancah politik Indonesia di eva refiormasi dengan
mengusuig nama besar Masyunii. Namun, dengan perolehan hanya 1,9% suara
dalan pemilu 1999, PBB jelas tidak bisa berbuat banyak dalam memperjuangkan
cita-cita dan aspirasi Masyumi. Dalam beberapa kasus, seperti Pengembalian Pia-
gam [akarta dan penerapan syari'ah Islam, usaha PBB gagal. Ini membuktikan
bahtwa petwarisan Masyumi terhadap partai-partai politik terutarma PBB lebili ber-
sifat simbolis ketimbang ideologis. Dan hasil pemifu 1999 membuktikan bahwa
Masyumi sudal tidak menarik bagi para pemilih Muslim Indonesia.
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asyurni still lives in the minds of the Muslim community. I donr’t think it will
ever disappear because it set a true example of how Muslim politicians
hould behave.

Yunan Nasution!

What remains of Masyumi are memories. [It] therefore cannot be used to reach
the masses in our times.

Deliar Noer?

Only old people understand Masyumi’s symbols. Those who are active [today]
know [them] but don't really understand what Masyumi was. Why? Because there
was ne socialisation... from the Old to the New Order generation. Therefore it is
not possible to use Masyumi’s symbols and obtain many votes.

Djayadi, PIl Chairman?

Masyumi’s name and symbol have an enduring appeal, particu-
larly to modernist Muslims. Although the party was disbanded in
1960, Muslim intellectuals, activists and politicians continue to in-
voke its name and identify themselves as being part of the Masyumi
heritage. For example, no less than four parties at the 1999 general
elections used symbols based on Masyumi’s bulan bintang (crescent
moon and star) logo and they jostled among themselves for recog-
nition as the party most representative of Masyumi values and tra-
dition. Many of these modernists felt bound by an associative spirit
to the Masyumi ‘family’, which was commonly referred to as the
Keluarga Bulan Bintang (Crescent Moon and Star Family). ,

Despite the seeming popularity of the Masyumi name, there is
much debate among scholars and modernist leaders about the pre-
cise content of the party’s ideology and its influence upon contems
porary Islamic politics. The proliferation of parties bearing
Masyumi’s name or symbol and the growing fragmentation of mod-
ernist politics are evidence of these divergent views. Some see
Masyumi as a beacon for Muslim politics, one which provided lu-
minous guidance for subsequent generations in how to think and
behave as politically active Muslims. Others, while drawn to as-
pects of the Masyumi tradition, see it as anachronistic to present
political conditions in Indonesia. This chapter will explore the mean-
ing of Masyumi for contemporary politicians and activists. It will
examine the party’s history and ideology in the 1940s and 1960s
before tracing current perceptions of Masyumi. Of particular inter-
est is the remembering’ of modernists, of whether their understand-
ing of Masyumi is historically accurate and reflective or whether

77 Ctudia Iclamilba Val 17 Na 1 2008



78  Greg Fealy and Bernhard Platzdasch

they have idealised if not mythologised the bulan bintang tradition.
Furthermore, do politicians regard Masyumi as a relevant model
or cynically wield its name and symbols for political advantage? In
short, what is the nature of Masyumi’s legacy?

We argue that there is little consensus in the Bulan Bintang Family
over Masyumi values and traditions, beyond a small number of very
general traits. Furthermore, understanding of the party’s history and
support within the Islamic community is low. In recent years, there
has been an attenuation of the Masyumi legacy, as successive genera-
tions of modernist politicians have become more distant from the par-
ty and their grasp of Masyumi’s ideclogy and history has weakened.
While Masyumi can be said to retain potent symbolic value, it can be
said to have only minimal influence on modern politics.

Masyumi’s History

Masyumi’s life as a political party spanned just fifteen tumultuous
years, from 1945 to 1960. Shortly after the granting of independence,
the government called on political and community groups to form
parties. Accordingly, in November 1945 a conference attended by
almost all major Islamic organisations agreed to transform Masyumi
from a socio-religious organisation into a political party. Masyumi
had been established in 1943 by the Japanese administration to fa-
cilitate the mobilisation of the Muslim community for the war ef-
fort against the Allies. Indonesia’s two largest Islamic organisations,
the traditionalist Nahdlatul Ulama and modernist Muhammadiyah
were the main components.*

There were two widely held expectations of Masyumi: it would
be the sole vehicle for poelitical Islam; and it would dominate Indo-
nesian politics. Neither of these was realised. The principle of Mus-
lim brotherhood and solidarity (ukhuwah Islamiyah) was central to
Masyumi’s ideology and the party’s founding conference resound-
ed with declarations that the umat (Islamic community} would speak
with one voice. The party’s 1945 congtitution said that Masyumi
was to be the ‘one and only Indonesian Islamic political party’.®
Given that Islam was the religion of the great majority of Indone-
sians, Masyumi leaders {and indeed many of their secular national-
ist and communist rivals) expected that the party would be the clear
winner at any future election. Islamic unity proved ephemeral. From
the outset, the small Sumatran traditionalist organisation, Perti, re-
fused to join and established itself as a rival party to Masyumi. In
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1947, the PSII split from Masyumi in protest at the latter’s failure to
join the left-leaning Amir Syarifuddin cabinet. Changes to
Masyumi’s leadership and organisational operation in 1949 alien-
ated NU and it eventually seceded in 1952 after the party’s board
refused to allocate it a seat in the Wilopo cabinet. NU became an
independent party soon afterwards and formed the Indonesian
Muslim League (Liga Muslimin Indonesia} with Perti and PSII as a
rival grouping to Masyumi. NU’s departure was an irretrievable
blow to Masyumi’s claim to represent the entire Islamic communi-
ty. The overwhelming majority of traditionalist Muslims identified
with NU and most left Masyumi after the NU split. This left
Masyumi a predominantly modernist Muslim party.©

Masyumi also fell well short of its goal of political dominance. Far
from securing large majorities, the party never held more than one-
quarter of parliamentary seats. In the proto-parliament (Komite Na-
sional Indonesia Pusat: KNIP) of 1946-9, Masyumi was allocated 60
seats, the most of any party, but this never amounted to more than
15% of the total seats.” Similarly, unelected provisional legislature of
1950-55, the composition of which was determined by a consensus of
the political elite, Masyumi was the largest party but had only 21% of
seats. Indonesia’s first general election in 1955 also failed to deliver the
hoped for sweeping victory. Masyumi won 20.9% of the vote, only just
above NU’s 18.4% and behind PNI's 22.3% (though, because of the
nature of the electoral system, PNI, and Masyumi ended up with 57
seats each in the parliament). The party’s vote was also concentrated
in the outer islands, unlike the other three major parties, whose sup-
port came mainly from Java. Masyumi served in all but one of the
seven cabinets of the 1950-57 period (i.e., the first Ali Sastroamidjojo
cabinet) and provided prime ministers for three of these governments
(Mohamad Natsir, Sukiman Wirjesandjojo and Burhanuddin Hara-
hap). The coalition nature of these cabinets meant that Masyumi was
often frustrated in its ability to achieve its policy objectives.

Masyumi’s role in politics during this time had a number of hall-
marks. First, of all the Islamic parties, it was the most emphatic
advocate of the implementation of Islamic law. Although other Is-
lamic parties supported the Jakarta Charter which would provide
constitutional recognition of the shariah, Masyumi invested far
greater intellectual and political capital in the campaign for Tslamic
law. Second, Masyumi was, with its Socialist Party (PSI} ally, the
leading advocate of technocratic policy settings. This was consis-
tent with their perception of Islam as a faith which enjoined ‘ratio-
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80  Greg Fealy and Bertthard Platzdasch

nal’ approach to political and economic problems. It eschewed the
more populist approach of NU and much of PNI and argued for
economic and social policies based on technical expertise rather than
on public sentiment. In Feith’s terms, they were the archetypal “ad-
ministrator’. Third, Masyumi was the most staunchly anti-commu-
nist of the major parties. It was implacably opposed to Communist
Party (PKI) involvement in government and consistently refused
to join proposed cabinets that contained PKI members or their sym-
pathisers, even when parties such as NU and PNI were inclined to
accommodate them. Fourth, it arguably held the strongest commit-
ment to Western-style democracy and rule of law of any of the four
major parties. Fifth, Masyumi championed the economic and poli-
tics interests of the outer islands against those of Java. It was highly
critical of the Java-centric orjentation of governments in the late
1950s and argued for more equitable distribution of income between
previnces and greater regional autonomy.

The strength of Masyumi’s commitment to these positions was
evident in its response to a series of political crises from 1956 to
1960. These included the transition to Guided Democracy, the dead-
lock over constitutional revisions and the regional rebellions in

Sumatra and Sulawesi, in which numerous Masyumi leaders at
both the national and provincial level played a prominent role. In
cach of these cases, Masyumi was prepared to place itself at consid-
erable political risk to uphold its principles. It resisted Sukarno’s
moves to dismantle parliamentary democracy and replace it with
the authoritarian Guided Democracy on the grounds that it effec-
tively disenfranchised the electorate and would also result in sig-
nificant leftist representation in government. Masyumi led the Is-
lamic parties in the Constituent Assembly in their insistence that
the 1945 Constitution could only be revived if it contained the Jakarta
Charter. Furthermore, many national and regional Masyumi lead-
ers joined or defended the rebellions in Sumatra and Sulawesi as an
expression of outer island hostility to the political direction of Jakarta
governments. In each case, Masyumi was defeated and pushed fur-
ther to margins of Indonesian politics. Eventually in September 1960,
Sukarno announced his intention to ban Masyumi, following which
the party leadership dissolved the organisation rather than have its
.assets seized by the state. In 1962, many of the party’s most senior
leaders, including Mohammad Natsir, Burhanuddin Harahap,
Mohammad Roem and Sjarifuddin Prawiranegara, were arrested
and jailed without trial till 1966-7.

Qindin Telanatkan Val 12 Na 1 2006



The Masyumi Legacy 81

The Greater Masyumi Family

Since the early 1950s, Masyumi was often referred to in the context
of a broader constituency known as the ‘Keluarga Besar Bulan Bin-
tang’ or Greater Crescent and Star Family. This included not only
Masyumi members but also the members of affiliated or sympa-
thetic organisations—in other words, those people who identified
with Masyumi and its values and probably voted for the party in
elections. This group was overwhelmingly modernist in persuasion
and key ‘member organisations’ were Muhammadiyah, Persatuan
Islam (Istamic Association), al-Irsyad, the Indonesian Muslim Youth
Movement (GPII), the Indonesian (Tertiary) Students Association
(HMI) and the Indonesian (Secondary) Students’ Association (PII).

Masyumi leaders and publications often to referred to this Bu-
lan Bintang Family as if it was a cohesive group, but in reality it
was an amorphous and shifting category. The GPII provides a good
example of this. It is often seen as the youth wing of Masyumi and
the chairman of GPII usually sat on the party central board. Clear-
ly, the GPII was the major channel for cadre entering Masyumi with
one in five of the party’s parliamentarians in 1956 coming from the
organisation.? Yet GPII was never formally tied to Masyumi and
the two severed relations in 1958 when the party dbjected to GPII's
involvement in the army-sponsored anti-communist Military-Youth
Cooperation Body.? HMI and PII also avoided formal organisation-
al relations with Masyumi out of concern that they would no long-
er be seen as representing all Islamic students (i.e., both NU-linked
traditionalists as well as modernists). Though closer to Masyumi
than other parties, HMI in particular strived to maintain good rela-
tions with NU and often disagreed with Masyumi policies. Most
organisational ‘members’ of the Bulan Bintang Family adopted a
pragmatic approach to Sukarno’s Guided Democracy regime and
sought to adapt to-the ideological and political climate lest their
organisations face the banning and execration that befell Masyumi.*
Although these organisations chose not to confront the regime, many
of their leaders and members admired Masyumi’s stand on Guided
Democracy and remained quietly supportive of the party’s ideals.

Thus, even at Masyumi’s highpoint in the 1950s, attitudes to-
wards the party and its policies among the modernist community
varied markedly. While there were general principles to which most
members of the Bulan Bintang Family adhered, the details of policy
and strategy were frequently a source of internal ruction. These dis-
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82 Greg Fealy and Berthard Platzdasch

agreements over direction would multiply and deepen during the
mid- to late 1960s as the Bulan Bintang Family sought to position
itself vis-a-vis the new Soeharto regime. Masyumi leaders had ex-
pected Soeharto to be well disposed towards them, given their tren-
chant anti-communism and opposition to Guided Democracy. These
expectations were soon dashed when the regime did not immedi-
ately release the jailed Masyumi politicians and furthermore refused
to allow the rehabilitation of the party under its old name and lead-
ership.

Faced with a powerful and hostile regime, Masyumi and the
Bulan Bintang Family split into three main streams. The first is the
dakwah or ‘propagation’ stream, led by Mohamad Natsir. Natsir was
the most charismatic and intellectually dominant figure in Masyumi
and he served as the party’s chairman from 1949 to 1958. He, and
other key Masyumi leaders such as Mohammad Roem, Sjarfruddin
Prawiranegara, Anwar Haryono and Yunan Nasution, decided that
they should devote themselves to predication in order to create a
more Islamic society in Indonesia. This was not only a reaction to
the New Order regime’s restrictions on Islamic politics but was also
due to a perception that many of Indonesia’s Muslims lacked a prop-
er understanding of and commitment to the teachings of the faith.
Proof of this could be found in the fact that only a minority of Mus-
lims had supported the Jakarta Charter and Islamic parties in elec-
tions. Accordingly, this group founded the Dewan Dakwah Islam
Indonesia {Indonesian Islamic Propagation Council; DDII) in 1967,
which went on to become a major source of dissent against the re-
gime. Dewan Dakwah always regarded itself as the embodiment of
the Masyumi spirit, even though it was not overtly involved in pol-
itics. This was due in no small measure to the fact that most of the
senior Masyumi leaders from the 1950s joined the organisation. Even
after the last of these leaders died in the late 1990s, many of their
replacements drew their legitimacy from having served on the staff
of Masyumi leaders or having gained their blessing to assume high
office in Dewan Dakwah.

The second stream was focussed on the Partai Muslimin Indo-
nesia (usually known as Parmusi or PMI), which was the nominal
replacement of Masyumi. Formed in 1968 on condition that it ex-
cluded the former senior Masyumi leaders, Parmusi became the
main vehicle for modernist politicians outside the regime’s party,
Golkar. These politicians regarded it as important to maintain for-
mal political representation for the Islamic community, indepen-
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dent of the New Order’s corporatist network. Parmusi was subject
to extensive manipulation by Soeharto’s political and security agen-
cies and ir: 1970 was forced to accept as chairman the regime-friendly
Mohamed S. Mintaredja. The party gained just 5.4% of the vote at
the 1971 elections.!! In 1973, Parmusi was pushed by the New Or-
der into an uneasy amalgamation with NU, PSII and Perti to form
the United Development Party (PPP).*? For much of the next 25 years,
the regime stoked rivalries between PPP’s Parmusi and NU ele-
ments, ensuring that the former held leadership of the party in or-
der to counterbalance the larger and more critical NU. Although, at
times, PPP served as effectively the main opposition party to Golkar,
its modernist members were forced to accept the narrowly circum-
scribed role set out for them by the regime. On issues such as the
1973 Marriage Laws and the 1978 Kepercayaan Laws, PPP had some
success in resisting what they saw as regime attempts to under-
mine the position of Islam. But on the broader issues of the Jakarta
Charter and Islamisation, the party was obliged to follow the New
Order’s Pancasila-based orthodoxy. PPP’s performance in the five
post-1973 New Order elections ranged from a high of 29.3% to a
low of 15.9%.5

The third stream was that of the ‘technocrats’. This consisted of
former Masyumi members and sympathisers who forsook the par-
ty’s Islamist agenda and pursued their bureaucratic or political ca-
reers via Golkar or one of its many regime-endorsed affiliates. Many
of these technocrats were attracted to the New Order’s develop-
mentalist policies and there were numerous parallels between Soe-
harto’s brand of economic ‘rationalism’ and the policies of Masyumi
in the 1950s. A large number of HMI cadre moved into Golkar and
the bureaucracy from the late 1960s, willingly suppressing their
Masyumi-derived ideological inclinations. Some retained an aspi-
ration to Islamise the regime and society, albeit gradually, while
others were content to adopt Golkar’s secular creed without reser-
vation. By the early 1980s, the officials and politicians of Bulan Bin-
tang background had become an influential force and were one of
the early groups to benefit from Soeharto’s embracing of Islam from
the late 1980s.

In addition to these the three main streams, there were also small
splinter groups within the Bulan Bintang Family which emerged in
the late 1960s and early 1970s. These included radical elements
which became involved with the underground Darul Islam (later
known as Negara [slam Indonesia or NII) and various other mili-
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tant offshoots," and also a liberal movement led by young intellec-
tuals such as Nurcholish Madjid, Dawam Rahardjo and Ahmad
Wahib. This liberal movement was initially known as Gerakan Pem-
baruan or Reform Movement but more recently is referred to as
‘Cultural Islam’ because it pursues its aims via intellectual, educa-
tional and cultural means rather than through politics.!s

The Post-Soeharto Fragmentation

Following the downfall of Soeharto in May 1998, many modernist
politictans hoped to revive the Masyumi party and to bring togeth-
er as much as possible of the Bulan Bintang Family under the one
political banner. Not surprisingly, Dewan Dakwah cast itself in the
role of chief initiator, but from the outset, it faced significant obsta-
cles in reuniting modernist politics.’® Key elements of the Bulan Bin-
tang Family questioned the wisdom of re-forming Masyumi and
were, for various reasons, reluctant to support the move. To begin
with, many in Muhammadiyah, HMI and PII felt Masyumi would
be an anachronism in the ‘era reformasi’. Not only did they doubt
the ability of any new party to present a coherent and relevant im-
age, they were also pessimistic about the electoral attraction of the
Masyumi name and symbol. Such sentiments were particularly
strong among younger activists from these organisations. Many
considered that the risks of joining Masyumi outweighed the ad-
vantages. HMI and PII, for example, had well-established patron-
age links with Golkar and to a lesser extent PP and they were re-
tuctant to jeopardise these. HMI also had developed since the early
1970s a tradition of liberalism and organisational neutrality on po-
litical issues and, as a matter of principle, few in the organisation
wants formal ties to any party. Muhammadiyah also had members
spread across much of the political spectrum and it saw little point
in returning to the single political affiliation of the 1945-1960 peri-
od. Furthermore, it would prove difficult to draw experienced Bu-
lan Bintang-linked politicians from existing parties such as Golkar
and PPP.

Another problem was leadership. By 1998, Anwar Haryono was
the sole remaining Masyumi figure who had held high office in the
party in the 1950s. He was, however, in poor health and lacked the
authority of Natsir. Many younger Bulan Bintang activists also re-
garded him as too staid and quietist. Few of the newer generation
of Dewan Dakwah leaders, such as Hussein Umar, Kholil Ridwan,
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Ahmad Sumargono and Afandi Ridwan, had the intellectual stat-
ure or personal qualities needed to give them broad appeal in the
Islamic community. Many Muslims outside DDII viewed these fig-
ures as outspoken hardliners. The only well-credentialed prospec-
tive leader within Dewan Dakwah was Yusril Thza Mahendra, an
urbane law professor at the University of Indonesia and son of a
1950s Masyumi politician. His lack of political experience and the
fact that he had worked as a speechwriter for Soeharto, counted
against him.”

Recognising its dearth of popular leaders, Dewan Dakwah sought
to persuade Amien Rais, the chairman of Muhammadiyah and pro-
fessor of international relations at Gadjah Mada University, to ac-
cept the chairmanship of the new party, with Yusril as his secre-
tary-general. Amien was member of the DDII board from 1993 and
was often featured in Media Dakwah, where he was promoted as a
future leader of the umat.’® He had several attractions for Dewan
Dakwah. He was a charismatic figure with strong support in Mu-
hammadiyah and student circles. Moreover, he was seen as one of
the few leaders who could unite some of the more disparate ele-
ments of modernist politics.”” Amien was initially tempted by the
DDII offer but eventually declined, after modernist leaders reject-
ed his proposals for the new party to have a ‘non-Islamic’ name
and for the board to contain non-santri colleagues® He later de-
clared PBB to be a party ‘too narrow’ for his agenda and went on to
establish his own party, the National Mandate Party (PAN).”
Amien’s refusal to lead a new Islamist party was a heavy blow for
those who hoped for a revival of strong; united modernist force in
politics. One bitter Dewan Dakwah leader commented:

Amien Rais is a clown when it comes to politics. He's so inconsistent ... and
that is dishonourable. If Amien had led PBB, it would have been a large party
because Muhammadiyah people would have supported [it]. Amien’s final decision
was driven by [his search] for popularity”.®

Spurned by Amien, DDII then agreed on Yusril as chairman of
the new party. This party was eventually launched on 26 July 1998
with the name Partai Bulan Bintang (Crescent-Star Party; PBB).?
Anwar Haryono, speaking at the launch, directly invoked the spirit
of Masyumi: '

The Bulan Bintang [Party] is like one side of the coin with Masyumi on the
other. So, with the Bulan Bintang Party, we want new blood and new freshness in
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order to continue the great ideals from the past. This Bulan Bintang Party indeed
has an emotional connection with Masyumi {italics in the original), but nowadays we
take a quite raticnal approach. There is a reason for this emotional [link].*

BB attracted strong support from organisations such as al-Irsy-
ad and Persis as well as from some older generation former PII ac-
tivists like Hartono Mardjono and Abdul Qadir Djaelani. The GPI
also backed PBB. Overall, though, it remained a small, under-re-
sourced party which conspicuously failed to attract more than a
tiny minority of Bulan Bintang family members to its cause. In the
1999 election, it gained only 1.9% of the vote, making it the sev-
enth-ranked party. Yusril, aware of the limited appeal of Masyumi,
tried to make the party attractive for a wider constituency. Shortly
after the launching of BB, he said:

If one considers the number of Masyumi voters in 1955, enly a very small num-
ber [of those voters] are [still alive] today ... and they are now very old. Therefore,
this new political force [i.e., PBB] has a commitment to Islamic values and its [sup-
port] is not limited to the descendents of [original] Masyumi supporters... If the
grandparents are Masyumi, it's not certain that the grandchildren will be Masyumi.®

Adian Husaini, the former deputy secretary-general of PBB and
one of the Bulan Bintang family’s more outspoken activists was of a
similar view to Yusril:

Islamic leaders, especially the former Masyumi followers, have to be aware
that one of the things they sell is a proud past. But the more time passes the more
this [pride] declines. So, over time, the new generation no longer knows what
Masyumi was. They don’t know who M. Natsir, Sjafruddin were. But {the } Bulan
Bintang [Party] still perpetuates Masyumi’s idealism... [But] Masyumi’s symbols
are, after all, fractured. The image of Masyumi is fought over by so many people.*

Many members of the Bulan Bintang family chose to retain their
existing political allegiances. All but a handful of Parmusi leaders
remained in PPP, among them Faisal Baasir and DDII chairman A.
M. Saefuddin. Also, few of the PII and HMI cadre in Golkar left the
party for PBB. Moreover, a significant minority of DDII activists
founded or joined new parties. For example, the DDII notables Tam-
sil Linrung, A. M. Lutfi, A. M. Fatwa and Yahya Muhaimin became
inaugural members of Amien Rais’s PAN, despite the fact that it
was, in ideological terms, a religiously neutral party which eschewed
the use of Islamic symbols and terminology. At the other end of the
spectrum, Abdullah Hehamahua established the Partai Politik Is-
lam Indonesia Masyumi (Indonesian Islamic Political Party Masyu-
mi; PPIIM) due fo a conviction that Masyumi’s name and original
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program should be revived. Other DDII activists such as Abu Rid-
ho, Mashadi, and Mutammimul ‘Ula played a key role in establish-
ing the Partai Keadilan (Justice Party; PK), which attracted a solid
following among campus-based Muslim groups.

Thus by the time of the 1999 general election, members of the
Bulan Bintang Family were dispersed across at least seven parties:
PBB, PFPP, PAN, PK, Golkar, PPIIM and Deliar Noer’s Partai Umat
Islam (Islamic Community Party or PUI). Far from being a time for
reuniting the broader modernist Muslim community, the post-Soe-
harto period saw unprecedented fragmentation. Worse was to fol-
low the 1999 election. PBB suffered a major split during the party’s
first congress in 2000, when a group of 16 prominent dissidents,
including Hartono Mardjono, Kholil Ridwan, Eggi Sudjana, Fadli
Zon and Abdul Qadir Djaelani, left in protest over Yusril’s leader-
ship style and management of the party. In particular, they wanted
an investigation into allegations Yusril had used one billion rupiah
from then president Habibie to buy the support of PBB branches,
and complaints over the chairman’s private life.27 Both Hartono
and Qadir Djaelani insisted that they represented the ‘real’ PBB and
went on to form rival parties — neither is likely to pose much threat
to PBB.*

PPP also experienced internal divisions. In late 2001, the party’s
deputy chairman and popular preacher, Zainuddin M. Z,, led a
group of dissident cadre in forming PPP Reformasi, later called
Partai Bintang Reformasi (Reform Star Party; PBR).* Though ini-
tially seen as a major threat to PPP, Zainuddin has failed to harness
effectively anti-Hamzah sentiment within the party and his PBR is
unlikely to win many votes. From 1999, Parmusi elements in PPP
atso began reorganising themselves into what was effectively a for-
mal faction within the party, complete with its own structures and
caderisation process and leaving open the possibility of Parmusi
becoming a separate party.® Those PPI leaders driving Parmusi's
revival, claimed that they had taken their action cut of concern at
the ‘scattering of the potential of the greater Bulan Bintang famly’
and the need for a new ‘vehicle for the Islamic community’s strug-
gle as a continuation’ of Parmusi element within PPP.* In mid-2003,
Parmusi unsuccessfully challenged NU’s Hamzah Haz for the PPP
leadership and many of its senior figures were later excluded from
the new party board.* There have also been efforts to bring togeth-
er the smaller Islamic parties into a coalition capable of surmount-
ing the 3% threshold for contesting the next election.”
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The reasons for this growing segmentation within modernist Is-
lamic politics are a source of much debate. Many modernist politi-
cians believe a major factor is the continuing effects of New Order
repression of Islamism. They argue that the regime’s interference in
and restriction of Islamist organisations severely disrupted their de-
velopment and caderisation. Many talented younger cadres were de-
terred from becoming too closely involved in organisations such as
Dewan Dakwah for fear it would harm their careers or lead to prob-
lems with the security services. The ability of DDII to promote under-
standing of its ideological agenda both within and without the organ-
isation was circumscribed, with the result that only a small number of
members were well informed about Masyumi'’s philosophy and lega-
cy. These factors made it difficult to build settled, merit-based career
structures and solid ideological foundations. Anwar Haryono was not
surprised by this fragmentation and observed that: ‘[The Bulan Bin-
tang Family! is like a river which was sealed for decades; now as the
seal has been removed, the water runs everywhere’.*

Other factors, such as rising educational levels, the expansion of
the Muslim middle class and globalisation, have also played a role
in the splintering of political Islam. A far greater number of Mus-
lims now have access to and an understanding of a much wider
array of Islamic ideologies and practices than did their counterparts
in the 1950s. Most of the burgeoning Muslim middle-classes have
tertiary qualifications and a good many are receptive to new ways
of applying Islam to contemporary life. In numerical terms, proba-
bly as many are drawn to Islamism as are attracted to liberal Islam.
Moreover, their embracing of new technologies such as satellite tele-
vision and the Internet has quickened the flow of information from
elsewhere in the Islamic world, particularly the Middle East. Thus
new concepts and approaches enter the Indonesian umat at an un-
precedented rate. Such developments are more likely to drive po-
litical diversification than cohesion.

A final element has been the image of Dewan Dakwah itself. Over
the past three decades, it has developed a reputation as a bastion of
intolerance and sectarianism. Its obsession with Christianisation and
strident anti-Jewish conspiracy theories have alienated many Mus-
lims who might otherwise have identified with the doctrinal posi-
tion and missionary activities of DDIL Interestingly, DDII's para-
noia towards minority religious communities stands in contrast to
Masyumi, which cooperated closely with the Catholic party during
the 1950s.%
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Impact of the Masyumi Legacy

There are multiple difficulties in assessing the impact of the
Masyumi legacy. One problem is defining who or what should be
regarded as Masyumi. As we have seen, the ‘Masyumi community”’
has often been seen in the past four decades as synonymous with
the Bulan Bintang Family, but this is clearly problematic. This is a
community without precise boundaries. At its fringes are people
who may have loose familial links to Masyumi or who admire the
values for which the party stood. But these ‘members’ may have
many other influences in their lives which hold far greater sway
than their identification with Masyumi. Clearly, at the core of the
Bulan Bintang Family are activists who regard ‘Masyumi values” as
central to their personal and political lives, but this group is nu-
merically small and has only a minor voice in the nation’s affairs.
Furthermore, there is the problem of disentangling commitment to
Islamist ideology from allegiance to Masyumi per se. Many mod-
ern-day Islamists espouse an Islamic state but have come to this
view not via an understanding of Masyumi's struggle but through
their reading of contemporary Middle-Eastern sources. They may
be largely ignorant of Masyumi but have ideological positions sim-
ilar to that of the party.

Despite the problematic nature of this exercise, various conclu-
sions can be drawn about Masyumi’s impact on contemporary In-
donesian politics. First, Masyumi values and policies do find ex-
pression, most particularly through PBB. Of all the parties that claim
a stake in the Masyumi heritage, PBB is the only one which con-
sciously seeks to follow, in a comprehensive way, the Masyumi ex-
ample. This is manifested in a number of ways. First, ifs unswerv-
ing commitment to the constitutional inclusion of the Jakarta Char-
ter marks it out from the Charter’s other proponents, PPP, PDU
and PK. PBB, on principle, refused to compromise in pressing for
the Charter’s adoption. Whereas as other parties withdrew their
backing for the Charter motion at the 2002 Annual Session of the
MPR, PBB members continued to advocate the Charter’s insertion.
PBB members knew that the motion would be rejected by a large
majority but they continued believing that it was their moral obli-
gation as Muslims to strive to implement the Shariah and also that
it was their democratic right to do so. A good example of this think-
ing came from the PBB secretary-general, M. 5. Ka'ban:
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Up till now, the [slamic community is infected with the disease of SECULAR-
ISM. This sickness is a chronic epidemic. The implications of this paradigm are the
loss of ethics, the collapse of morality, the absence of a clear sense of responsibility
and the lack of moral norms that bind mankind. With secularism, there are no -
limits to what is permitted and prohibited, everything is permissible...because with
the secular paradigm, there is no absolute truth, everything is refative ...There is
no other way except for the Islamic community to return to the new paradigm [sic]:
worldly affairs are religious affairs, religion must regulate (mengatur) the state, com-
munity [and} individuals ... We should] begin by re-opening the Jakarta Charter
discourse. This is not just an historical obligation but more importantly it faims) to
save the nation which is beset by the storms of crisis. (Bold font and capitalisation
as in the original article,)*

Like Masyumi, PBB leaders also believed that Islamic law was
more suitable to the Indonesian context than the current Western-
derived civil law. They argued that Islamic law had preceded the
arrival of European law in the archipelago and closer to the culture
and spiritual sensibilities of the indigenous population that ‘alien’
civil Jaw. ¥

PBB also exhibits Masyumi’s uncompromising opposition to
communism. This was evident in its resistance to proposals to lift
the ban on the Indonesian Communist Party and its frequent insis-
tence that communism continued to be a latent threat to Indonesia.
It also is opposed to high-level military involvement in politics. It
supported the elimination after 2004 of appointed Armed Forces
and police representation in parliament, though it has been prag-
matic about the presence of retired military officers in cabinet and
senior bureaucratic positions. Yusril directly linked these attitudes
to Masyumi example. He told party cadre that: “We reject vehe-
mently (habis-fubisan) two things: militerism and communism. We
follow Masyumi guidelines. In the past, the Masyumi Party had
clear position. They were able to cooperate with everyone; the only
one they couldn’t work with was the PKI. There are signs that com-
munists are emerging again.*® '

Lastly, PBB sees itself as continuing Masyumi’s high ethical stan-
dards in public life. As Anwar Haryono said at PBB’s launch, ‘up-
holding morals in politics’ was a Masyumi trademark and this qual-
ity would also be a priority within the new party.®” PBB leaders
often refer admiringly to Masyumi’s reputation as the cleanest and
most transparent of major parties in the 1950s. Indeed, some PBB
leaders worried that their party might not live up to the lofty stan-
dards set by Masyumi. Ka'ban, for example, admitted that one rea-
son for not naming the new party ‘Masyumi’, was that “we believe
the name Masyumi was too great a psychological burden. It was
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too big for us’. He feared that PBB might not be able to uphoid
Masyumi’s high standards and would therefore be be vulnerable
to attack.*® These concerns were soon to be realised. The controver-
sy over Yusril's disbursement of the Habibie donation in 1999 pro-
vided the first instance of this. One of Yusril’s opponents attacked
his actions saying: “The problem is that we claim as a party to be the
legatee of Masyumi but in Masyumi things like this never hap-
pened.”! Yusril was also attacked over aspects of his personal life.
Sections of the press and some PBB dissidents claimed that he had
“improper relations with a number of women.

Overall, PBB is a small party whose influence on general politics
is limited. Indeed, it relies increasingly on the high public profile of
Yusril, PBB’s sole representative in cabinet, to bolster the party’s
standing.

But PBB’s devotion to the Masyumi cause should not, however,
be overstated. In many aspects of policy, the party’s leadership took
a pragmatic stance, which included downplaying Islamist goals
when they thought that it might cost them votes. This was most
evident in PBB’s emphasis in the 1999 election campaign upon gen-
eral political reforms rather than on policies with specifically Is-
lamic themes. Yusril, in particular, made constitutional reform a
central element in the party’s campaigning; significantly, he made
scant reference either to shariah or the Jakarta Charter in his many
statements on amending the constitution. Party leaders saw this
priority to democracy and constitutionalism as in keeping with
Masyumi’s tradition, but they were also anxious to avoid being la-
belled extremists or radicals who were out of step with the mood of
the era reformasi. They went to some lengths to persuade the public
that PBB was a tolerant party capable of working with other Mus-
lim groups and religious minorities.* In this regard it sought to
distance itself from the perceived sectarianism of Dewan Dakwah
and to emphasise the Masyumi’s supposed good relations with other
religious parties in the 1940s and 1950s. Thus, PBB attempted project
itself as continuing Masyumi’s “undogmatic’ qualities.

This ‘soft-peddling’ on Islamist issues was sharply attacked by
PBB more doctrinaire leaders, who accused Yusril of abandoning a
key aspect of Masyumi’s struggle. The former party deputy chair-
man, Kholil Ridwan, complained that: ‘"Masyumi the way Yusril
understands it is a secular Masyumi. In reality, Masyumi wasn’t
like that. Its view was, in fact, like Jamiat-i Islamiyah [in Pakistan]
... and the Muslim Brotherhood in Egypt ... which strove for Islam
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by bringing into effect the Shari’ah through parliamentary strug-
gle, democratically.®

On the Shariah issue, there is also an important distinction be-
tween PBB and Masyumi. Although PBB has championed the cause
of enforcing the shariah, particularly through the Jakarta Charter,
it has invested little effort into elaborating on the concept of Islamic
Jaw and the details of its implementation in Indonesia. During the
1950s, there was a rich and sophisticated discourse within Masyumi
on the issues of an Islamic state, shariah law and the Jakarta Char-
ter. Writers on this subject displayed deep intellectual engagement
with the subject matter and drew upon a wide array of sources and
argumentation in presenting their views. By contrast, the debate
within PBB (and even more so, PPP) is superficial. No party leaders
wrote in a substantive way on the Jakarta Charter issue and much
of PBB's discourse had a mantra-like quality in which the virtues of
implementing Islamic law were taken as self-evident. Many PBB
officials spoke the mere enforcement of shariah would act as pana-
cea for Indonesia’s manifold social, political and economic prob-
lems. Particularly noticeable was the lack of debate about how to
overcome major disagreements within the broader Muslim com-
munity over the content of any future wider-ranging application of
Islamic law. For example, traditionalists and modernists differ mark-
edly on sources of law, with the former seeking to apply Syafi'i
school teachings, and the latter preferring law more directly upon
the Qur’an and reliable Prophetic example. In many ways, this ne-
glect of practical aspects of the Jakarta Charter’s implementation
reflects a realisation by PBB leaders that there is little prospect of
the Charter being included in the constitution.

The Masyumi legacy within PPP is less obvious than with PBB.
There are several reasons for this. The first is that NU was a major if
not majority component of the party that clearly did not see itself
as part of the Masyumi tradition. Secondly, although Parmusi (MI)
held the party chairmanship from 1973-1998, regime intervention
ensured that this was always in the hands of pliable leaders rather
than those who had an assertively independent or Islamist outlook.
The first two PPP leaders — H. . Mintaredja and Jaelani (Johnny)
Naro — were not highly regarded in the Bulan Bintang community;
Hasan Ismail Metareum, the third chairman, did have a more sub-
stantial modernist pedigree but was also seen as too compliant to
the regime’s wishes.* These appointments and the continual state
interference in policy making, resulted in PPP suppressing much of
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its Masyumi-derived agenda, including such issues as the Jakarta
Charter.

Nonetheless, PPP did mount strong opposition to New Qrder
policies that were seen as inimical to the interests of the Islamic
community. It was particularly outspoken on policies that were seen
as diminishing the authority of Islam and further secularising the
legal and political systems. Good examples of these policies includ-
ed the 1973 Marriage Bill and the 1978 Kerpercayaan Bill,* which
the government was forced to water down following vigorous PPP
and Muslim community protests. The party also resisted what it
saw the regime’s efforts to give Pancasila a quasi-religious inter-
pretation. It objected to government’s late-1970s reformulation of
Pancasila as the “source of the Indonesian soul’. PPP leaders argued
that Pancasila, as a human construct, should not be sacralised and
that religion, not the state ideology, formed the ‘soul’ of the nation.
Moreover, they were critical of the New Order’s determination to
impose its own interpretation on the Pancasila. The party’s stance
on these Pancasila-related matters resembled that of Masyumi.

In the post-Soeharto era, PPP has become a leading proponent
of the Jakarta Charter. The Parmusi faction has featured prominently
in this, though many NU leaders have also backed this stance. While
Parmusi members saw the party’s stance as reviving Masyumi’s
struggle for Islamic law, they were also undoubtedly driven by prac-
tical political considerations. PPP leaders used the Jakarta Charter
issue to help re-establish the party’s Islamic credentials after hav-
ing developed a reputation for being too submissive towards the
New Order regime. The party was also keen to differentiate itself
from its main competitors, the National Awakening Party (PKB)
and National Mandate Party (PAN), both of which have a Pancasi-
la-based, religiously neutral platform. Despite championing the
Charter, PPP leaders were less steadfast in their commitment than
PBB. Their flexibility on the Shari’ah issue was apparent during the
2002 Annual Session of the MPR, at which the PPP relented on its
- call for the Charter’s inclusion into the constitution after gaining
concessions on Islamic education issues.

The Masyumi spirit can also be seen, to some extent, in the pop-
ularity of Muslim Brotherhood teachings among campus dakwah
groups and middle class Muslims. Masyumi leaders, via the Dew-
an Dakwalh, played a critjcal role in disseminating and popularis-
ing the neo-revivalist thought of Egypt’s Muslim Brotherhood and
Pakistan’s Jamiat-i Islami which became the foundation of new ‘cam-
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pus Islam” phenomenon. Masyumi leaders, and Natsir in particu-
lar, had always been attracted to neo-revivalist thinking. In the ear-
ly 1950s, Natsir held senior positions on a number of international
Islamic organisations which brought him into close contact with
Middle-Eastern and South Asian Muslim leaders such as Maududi.
During this time, Masyumi publications wrote approvingly of the
struggle of the Muslim Brotherhood and Jamiat-i Islami.

In the 1970s, two DDII initiatives were to have far-reaching ef-
fects: first, Natsir directed that the organisation give high priority
to proselytisation on campuses; and second, younger Dewan Dak-
wah activists began translating and publishing neo-revivalist works,
such as those of Hasan al-Banna, Sayyid Qutb and Maududi.* The
al-Banna and Qutb books in particular proved highly popular and
went into numerous reprints. It was through such publications that
many young Muslims and intellectuals became familiar neo-reviv-
alist literature. Neo-revivalism was an offshoot of Egyptian-based
Islamic reform movement led by Muhammad Abduh and Rashid
Rida. Its hallmarks were a rejection of Western culture and philos-
ophy, a reassertion of an emphasis on individual piety and social
action as the most effective way of Islamising the community and
state, Elements of this thinking made its way into seminal dakwah
programs such as Imaduddin’s LMD at Bandung’s Salman
mosque.” When the New Order sought to shut down campus po-
litical activity in the early 1980s, many Muslim student groups
adopted the Muslim Brotherhood organisational methods such as
the use of cells (usrol) led by murobbi. It was from this environment,
that many of the Justice Party’s leaders and cadre are drawn. While
DDII was not the only catalyst in this campus dakwah movement,
its role in popularising such approaches was significant. In the words
one key Justice Party official,

What is clear, in concrete terms, is that campus mosques were the monumental
achievement of Pak Natsir. So it was Pak Natsir who guarded the fourishing of
campus mosques, beginning with Salman. And Natsir once declared ‘one day we
will see Islamic cadre multiplying on campuses’.#

Although PK leaders readily pay homage to the role of DDII
and former Masyumi leaders, they also question the relevance of
Masyumi legacy for modern-day Indonesia. A frequent criticism is
that the Masyumi and DDII approaches are anachronistic. Mutam-
mimul ‘Ula, a PK leader from a Bulan Bintang family background,
commented that the Masyumi legacy ‘was not so imporfant any
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more’ because ‘history and political models have changed’* An-
other PK leader said that ‘PK was not Masyumi in its thinking” and
disparaged PBB as ‘Masyumi nostaglia’.® Many in PK felt that DDII
had stagnated from the late 1980s, particularly with regard to its
heavy concentration on ‘external” threats to the Islamic community
such as Christian campaigns to convert Muslims, Sino-Indonesian
economic domination and global Jewish-American conspiracies
against Islam. While such views would be shared by many in PK,
in general they are less prominent in the party’s discourse. PK cad-
res prefer to place greater emphasis upon the development of per-
sonal morality and piety of Muslims and are less openly aggressive
than DDII in responding to threats from non-Muslims. PK leaders
also observed that there was little Masyumi or DDII cadreisation
throughout the New Order period.” One party leader commented
that:

The oid [Masyumi] figures always neglected cadreisation. The most they did
was public lectures but there was nething systematic. Natsir never gathered to-
gether people to win new cadre. Hence, the various "Masyumi’ parties did not get
many seats. I think that is major reason why Masyumj is only a historical remnant
with a big name.” :

Though smaller in terms of parliamentary seats than PBB, PK
has arguably had a greater impact on community consciousness
and political culture. PK leaders have figured prominently in pub-
lic discourse on a wide variety of issues and have often distinguished
themselves by attempting to offer a more substantive intellectual
contribution to policy debates than many of the politicians from
other Islamic parties. They also have had much greater success than
PBB (or PPP) at mobilising large numbers of people for rallies and
demonstrations on issues such as opposition to US war in Iraq and
proposed fuel and electricity tariff rises.

Conclusion

The prevalence of Masyumi symbols and references to the party
and its ideology give a false impression of the impact of Masyumi’s
legacy upon contemporary politics. There is a widespread admira-
tion for Masyumi’s role in national politics during the first fifteen
years of independence, particularly the party’s record of defending
the principles of constitutionality and democracy, maintaining high
standards of piety and morality and striving to put Islam at the
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centre of public life. This ‘remembering’ of Masyumi’s qualities
underpins the network of the Bulan Bintang family. There is, how-
ever, significant disagreement among Bulan Bintang notables about
the specific content of Masyumi’s policies and their application to
modern-day Indonesia. Moreover, the internal discourse about the
finer details of these policies is, for the most part, superficial, indi-
cating that many Bulan Bintang members are content for Masyumi’s
legacy to be symbolic rather intellectual or ideological.

The 1999 election showed that the Masyumi legacy had limited
appeal for the great majority of Muslim voters. Seemingly, in the
minds of most modernist Muslims, Masyumi, despite its famous
name and symbol, was of marginal relevance to their political con-
siderations. Awareness of this fact inclined the leaders of PBB, pu-
tatively the main inheritor of Masyumi’s mantle, to play down the
more dogmatic aspects of the Masyumi agenda.

A critical issue in assessing the Masyumi legacy is the disaggre-
gation of shari‘ah issues from that of Masyumi. Historically,
Masyumi was the strongest pro-shari’ah Islamic party and by vir-
tue of this, it has a special status in the perception of contemporary
Islamists. Nonetheless, these days it is the shari’ah issue itself that
is far more potent than the memory of Masyumi. It is likely in the
2004 elections that the shari’ah will be a more significant campaign
issue for Islamic parties than for any election since 1955. Meanwhile,
references to Masyumi are likely to diminish.
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